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ABSTRACT 

The obligatory bequest given to heirs of different religions represents a form of legal 
innovation established by the Supreme Court. However, this decision is contradictory within 
Islamic law. According to post-positivism theory, granting an obligatory bequest to heirs of 
different religions is a form of legal innovation carried out by judges related to Islamic family 
law, thereby aligning with the evolution of the times. This article aims to explore rechtvinding 
(legal discovery) regarding the obligatory bequest to heirs of different religions from a post-
positivism perspective. The research method employed is library research, utilizing a post-
positivism perspective. Primary sources include Supreme Court decision directories, while 
secondary sources consist of books, articles, and various online writings related to the 
discussion. The rechtvinding conducted by the Supreme Court is analyzed using post-
positivism theory. Consequently, the findings of this research indicate that the Supreme 
Court's granting of an obligatory bequest to heirs of different religions is due to several 
reasons. These include historical factors, the use of sociological interpretation methods in 
legal determination, employing argumentum per analogiam in legal innovation, the existence 
of Islamic inheritance law among other inheritance laws, the choice of religion as part of 
human rights, and legal theory recognizing legal principles and deviations from those 
principles. 
Keywords: Legal Innovation, Obligatory Bequests, Different Religions, Post-Positivism 
 

ABSTRAK  
Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama, merupakan sebuah bentuk penemuan 
hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, akan tetapi putusan tersebut merupakan 
sebuah putusan yang kontradiktif dalam hukum Islam, sedangkan menurut teori post 
positivisme pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama merupakan suatu bentuk 
penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim terkait hukum keluarga Islam sehingga dapat 
relevan dengan perkembangan  zaman. Berdasarkan permasalahan tersebut artikel ini 
bertujuan untuk mengetahui rechtvinding wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama perspektif 
post positivisme. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan 
menggunakan perspektif psot-positivisme. Sumber dalam penelitian ini terbagi atas data 
primer dan sekunder, data primer berasal dari direktori putusan Mahkamah Agung, 
sedangkan data sekunder berasal dari buku, artikel, dan berbagai tulisan online yang berkaitan 
dengan pembahasan. Rechtvinding yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dianalisis 
menggunakan teori post positivisme. Sehingga hasil dalam penelitian ini menunjukan, 
pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama yang dilakukan oleh Mahkamah 
Agung, dikarenakan oleh beberapa alasan, antara lain faktor sejarah, penggunaan metode 
interpretasi sosiologi dalam penetapan hukum, penggunaan metode argumentum per 
analogium dalam melakukan penemuan hukum, ksitensi hukum kewarisan Islam diantara 
hukum kewarisan lainnya, pilihan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan teori 
hukum mengenal asas hukum dan penyimpangan atas asas hukum.  
Kata Kunci: Penemuan Hukum, Wasiat wajibah, Beda Agama, Post positivisme  
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PENDAHULUAN  

Wasiat merupakan salah satu kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan 

Agama, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tujuan dibentuknya Undang-undang adalah untuk 

melindungi kepentingan manusia sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan, namun, 

seiring berkembangnya waktu, kegiatan yang dilakukan oleh manusia juga semakin luas dan 

beragam, yang membuat apa yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan tidak lengkap 

dan tidak jelas.  

Salah satu permasalahan yang muncul dikarenakan perkembangan manusia yang 

begitu cepat terkait dengan bidang hukum kewarisan. Masalah yang sering muncul dalam 

hukum kewarisan ini terkait dengan siapa yang patut menjadi ahli waris serta berapa bagian 

yang diperuntukkan, apalagi jika terdapat ahli waris yang berbeda agama, keadaan ini menjadi 

sebuah penghalang bagi si pewaris untuk menerima harta warisan. Permasalahan tersebut 

sering menimbulkan konflik di antara para ahli waris. Oleh karena itu seorang hakim harus 

berupaya untuk berpikir kreatif dalam  menangani suatu permasalahan, hal ini dikarenakan 

banyak permasalahan-permasalahan baru yang belum tercatat dalam perundang-undangan.   

Penelitian tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama sudah 

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Zulfia 

Hanum dan Alfi Syahr,(Hanum & Syahr, 2016) tentang wasiat wajibah sebagai wujud 

penyelesaian perkara waris beda agama dalam perkembangan masyarakat sosial, selanjutnya 

penelitian yang dilakukan oleh Dwi Andayani dan Tetty Hariyati tentang problematika wasiat 

wajibah terhadap ahli waris beda agama di Indonesia,(Andayani & Hariyati, 2020) serta 

penelitian yang dilakukan oleh Iin Mutmainnah tentang wasiat wajibah bagi ahli waris beda 

agama analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/ AG/1995.(Mutmainnah, 

2020)  

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, belum ada penelitian 

yang secara khusus membahas mengenai perspektif teori post positivisme terhadap 

pemberlakuan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama dan membuat penelitian ini 

menjadi lebih menarik untuk di bahas. Dalam penelitian yang penulis lakukan memiliki 

distingsi dari segi perspektif post positivisme terhadap pemberian wasiat wajibah ahli waris beda 

agama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Melalui teori post positivisme artikel bertujuan 
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untuk mengetahui rechtvinding yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap pemberian 

wasiat wajibah kepada ahli waris beda Agama perspektif teori post positivisme. Dengan demikian 

artikel ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang rechtvinding yang dilakukan 

oleh Mahkamah Agung terhadap wasiat wajibah ahli waris beda agama.  

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan 

(library research), penelitian kepustakaan merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan 

informasi dan data penelitian dengan bantuan berbagai macam material yang ada di 

perpustakaan, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori post positivisme. Sumber 

data dalam penelitian terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer dalam 

penelitian ini diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah. Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, serta penelitian yang terkait dengan judul 

pembahasan. Oleh karena itu teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik membaca 

sumber-sumber yang berkaitan dengan judul pembahasan.(Siyoto, 2015, p. 10) Hasil 

pengumpulan data tersebut akan penulis analisis menggunakan teori post positivisme, sehingga 

nantinya akan mendapatkan  sebuah kesimpulan tentang rechtvinding wasiat wajibah Ahli waris 

beda agama.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

KONSEP POST POSITIVISME  

Teori post positivisme, merupakan sebuah teori dipelopori oleh Karl Popper, Thomas 

Kuhn dan para filsuf mazhab frankfrut, teori ini muncul dengan tujuan untuk memperbaiki 

aliran sebelumnya (positivism), dalam aliran positivisme memiliki ontologi realism naif, 

maksudnya realitas dapat dipahami secara apa adanya, epistimologi positivisme yaitu dualis 

dan objektivis. Peneliti dan objek yang diselidiki merupakan entitas independen, dan peneliti 

harus objektif karena ia mampu mempelajari objek tersebut tanpa mempengaruhi atau 

dipengaruhi olehnya. Metodologi positivisme eksperimental dan manipulatif.(Zaini et al., 

2022) Metode yang dilakukan melalui uji secara empiris untuk memverifikasi, sebab terdapat 

fenomena yang tidak sesuai sehingga perlu harus dikontrol. Sehingga apabila seorang hakim 

yang hanya merujuk pada aturan yang telah ditetapkan dalam kitab-kitab para cendikiawan 

muslim secara tekstual serta menerima apadanya, maka hakim tersebut dianggap sesuai 

dengan teori positivisme.(Irawati et al., 2021)  
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Sedangkan teori post positivisme berpendapat bahwa untuk memahami aturan dapat 

dilakukan dengan cara kontekstual, tidak hanya melalui cara tekstual sebagaimana 

pemahaman teori positivisme. Sehingga dalam teori post positivisme dapat menilai suatu aturan 

dengan kondisi dan situasi sebagai bahan pertimbangan. Ontologi teori post positivisme adalah 

realism kritis, maksudnya hakim harus berpikir kritis karena keterbatasan intelek manusia 

dalam membuat undang-undang sehingga hakim perlu mengkritisi serta tidak hanya 

menerima apa adanya undang-undang namun juga dapat menggali nilai-nilai yang ada di luar 

undang-undang. Epistemologi post positivisme yaitu modifikasi dualis/objektivis. Dualisme 

tidak bisa dipertahankan karena hakim dan aturan hukum semakin kurang perannya karena 

memiliki keterbatasan, sedangkan kondisi masyarakat terus berkembang dan berubah. 

Metodologi paradigma post positivisme yaitu falsifikasi, kebalikan dari verifikasi, dimana hakim 

tetap secara objektif memeriksa suatu objek sengketa merujuk ke aturan hukum dengan kritis 

karena bisa saja keadilan berada di luar aturan. Maka keadilan yang ingin dicapai dalam aliran 

ini adalah keadilan substantif.(Helmi, 2022) 

 

Wasiat wajibah Ahli Waris Beda Agama 

Wasiat jika dilihat segi bahasa, berasal dari bahasa Arab yaitu washaitu-ushi asy-syai’a 

yang berarti “saya menyambungkan sesuatu”, dalam pandangan hukum Islam wasiat 

mengacu pada tindakan memberikan benda, piutang, atau manfaat kepada orang lain, dengan 

syarat orang tersebut akan mewarisi apa yang telah diwasiatkan kepadanya setelah si pemberi 

wasiat meninggal, sedangkan secara terminologi wasiat diartikan sebagai pemberian yang 

dilakukan kepada orang lain baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh 

orang yang diberi wasiat setelah si pewasiat meninggal dunia.(Ramulyo, 1999, p. 25)  

Menurut Ahmad Rofiq, wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa 

atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi 

seseorang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan 

tertentu.(Fauzi, 2020, p. 30) Fatchur Rahman mengungkapkan, hal tersebut disebut sebagai 

wasiat wajibah disebabkan oleh dua hal yaitu:  

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban 

melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang 

berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.  

2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan 

laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.(Fatchurrahman, 1994, p. 62) 
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Konsep wasiat wajibah pertama kali diperkenalkan dalam hukum kewarisan Mesir pada 

tahun 1946, yang disebut sebagai “wasiat pengganti”. Hal tersebut dikarenakan ulama Mesir 

memandang cucu yang terhalang oleh anak laki-laki dapat dicarikan jalan keluarnya untuk 

mendapatkan bagiannya dengan jalan wasiat wajibah. Wasiat wajibah di Mesir diatur dalam 

Undang-undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946 Pasal 79-79, wasiat ini berlaku bagi 

cucu yang ayah atau ibunya meninggal terlebih dahulu atau bersamaan waktunya dengan 

pewaris. 

Di Indonesia konsep wasiat wajibah tidak hanya berlaku untuk Walidain dan Aqrabain 

saja, akan tetapi diberlakukan juga untuk anak angkat dan orang tua angkat,(Gafur, 2022) 

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi, 

ayat (1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai Pasal 193 

tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi 

wasiat wajibah. (2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. (Raharjo & Dwi Putri, 2019) 

Dalam Kompilasi Hukum Islam belum mengatur secara spesifik tentang wasiat wajibah kepada 

ahli waris beda agama, karena dalam hukum Islam orang yang berbeda agama bukan 

termasuk ke dalam ahli waris, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 171 KHI yang 

dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak 

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga apabila di saat yang sama orang 

yang bersangkutan tidak beragama Islam, maka tidak dihitung sebagai ahli waris dan 

terhadapnya tidak diberikan bagian waris sebagaimana ahli waris lainnya. 

Dalam al- Qur’an, yang merupakan sumber hukum yang paling utama dalam hukum 

Islam, yang diturunkan dengan tujuan untuk mengatur setiap perbuatan manusia, baik yang 

berhubungan langsung dengan Allah SWT atau yang berhubungan dengan sesama manusia,  

tidak memberikan ketentuan mengenai waris beda agama, sebagaimana yang terdapat dalam 

QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, dalam ayat tersebut, al-Qur’an tidak membedakan antara 

orang (ahli waris) yang muslim dan non muslim, yang merdeka maupun budak, yang 

membunuh dengan sengaja maupun yang tidak membunuh.(Al-Amruzi, 2012) Walaupun 

demikian, penetapan hukum  yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171, 

dikuatkan dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang di riwayatkan dari Bukhari dan Muslim, 

dari Usamah bi Zaid yang artinya “tidak mewarisi seorang muslim terhadap non-muslim, demikian 

juga tidak mewarisi seorang non-muslim terhadap orang muslim”. (Amalia Yunia Rahmawati, 2020)  
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Rechtvinding Wasiat wajibah Ahli Waris Beda Agama Perspektif Post positivisme 

Seiring dengan perkembangan waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam masalah 

kewarisan juga semakin marak, salah satu faktor penyebab terjadinya pemberian wasiat wajibah 

kepada ahli waris beda agama adalah ketidaksetujuan ahli waris (non muslim) terhadap 

pembagian harta yang dinilai tidak adil.(K Martam, 2018) Atas pertimbangan kasus inilah, 

maka Pengadilan Agama bahkan Mahkamah Agung terdorong mengeluarkan putusan-

putusan baru dalam hukum kewarisan beda agama.(Nugraheni et al., 2012) Penempatan 

hukum wasiat wajibah yang dilakukan oleh hakim, merupakan sebuah hal yang sangat relevan 

dengan melihat kebenarekaragaman suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia, dengan 

harapan terwujudnya keadilan sosial serta demi kelancaran kehidupan ahli waris yang berbeda 

agama, serta dengan adanya putusan Mahkamah Agung merealisasikan putusannya dengan 

penerapan wasiat wajibah yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan.  

Dalam pandangan post positivisme peran hakim dalam menetapkan hukum terhadap 

suatu perkara tidak hanya sebagai corong undang-undang, yang mana ketika ingin 

menetapkan suatu putusan, hakim hanya fokus pada penerapan undang-undang, sehingga 

menggiring pola pikir hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara 

masih terbelenggu legalitas, atau keadilan formal, hal tersebut membuat putusan hakim yang 

seharusnya memberikan keadilan kepada masyarakat tidak dapat terwujud dan tidak relevan 

untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer.  

Sehingga apabila seorang hakim hendak memutuskan suatu perkara, seorang hakim 

tidak hanya melihat dari segi undang-undang semata, akan tetapi hakim harus berpikir kritis 

menilai aturan yang tidak sempurna tersebut, karena memungkinkan keadilan berada di luar 

aturan, sebagaimana ontologi post positivisme yang menyebutkan hukum adalah yang dibuat 

oleh hakim di pengadilan atau hukum buatan hakim dengan tujuan untuk menciptakan 

keadilan yang substantif bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu hakim harus 

mengkritisi latar belakang pewaris yang berbeda agama menuntut haknya, apakah benar 

orang tersebut memang benar patut diberikan wasiat wajibah atau tidak, dengan tujuan agar 

terciptanya keadilan yang substantif, maka hakim dalam memberikan putusan harus sesuai 

dengan rasa keadilan di masyarakat, akan tetapi sebelum memberikan putusan, hakim harus 

melakukan penilaian ulang terhadap ketentuan aturan, selain itu hakim juga harus 

memperhatikan dinamika fenomena yang cepat berkembang di masyarakat, sebab ketentuan 

aturan tersebut memiliki keterbatasan dimensi ruang dan waktu.  
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Dalam pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama yang dilakukan oleh 

Mahkamag Agung, terdapat beberapa alasan penetapan tersebut dilakukan oleh Mahkamah 

Agung, antara lain:  

1. Faktor sejarah 

Faktor sejarah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian 

warisan kepada ahli waris beda agama, masalah ini sebagaimana yang terjadi pada 

masa peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, sehingga hal 

tersebut bertujuan untuk menjaga aqidah dan harta yang dimiliki seorang muslim 

dari penguasaan ahli waris kafir yang berpotensi digunakan untuk memerangi 

umat Islam sendiri. 

Kemudian jika dikaitkan dengan masa sekarang sebagaimana yang telah 

dijelaskan di atas maka dimungkinkan untuk memberikan warisan kepada ahli 

waris beda agama, karena sudah tidak ada lagi peperangan antara orang muslim 

dan orang yang berbeda agama, kemudian pada masa sahabat hal ini pernah 

dilakukan oleh seorang sahabat yaitu Muadz bin Jabal, yang memberikan harta 

kepada anak muslim walaupun orang tuanya beragama yahudi, sehingga hal ini 

menjadi salah satu faktor yang digunakan hakim untuk pemberian wasiat wajibah 

kepada ahli waris beda agama.(Makalew, 2013) 

2. Penggunaan metode interpretasi sosiologi dalam penetapan hukum. 

Alasan kedua terkait dengan kewajiban hakim untuk menemukan hukum atas 

setiap perkara yang diperiksanya, kewajiban ini sebagaimana yang menyatakan 

bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada 

hukumnya (ius curia novit), sehingga berdasarkan hal tersebut hakim memiliki tugas 

untuk menemukan hukum rechtsvinding. 

Penggunaan interpretasi sosiologi diawali dengan pemahaman bahwa 

ketentuan mengenai hukum kewarisan Islam merupakan lex specialis dan lex 

generalis, secara lex specialis kewarisan mengenai wasiat wajibah tidak terdapat 

dalam kewarisan hukum Islam, sehingga hakim melakukan penemuan hukum 

dengan mengembalikan persoalan pada lex generalis yaitu ketentuan hukum 

Islam secara umum, adapun dalam pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris 

beda agama dalam penerapannya secara lex generalis, hakim menggunakan asas 

keadilan berimbang, asas kepastian, asas individual, serta asas bilateral.   
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3. Penggunaan metode argumentum per analogium dalam melakukan penemuan 

hukum.  

Penggunaan metode ini memiliki alasan yang sama sebagaimana dengan 

penjelasan yang telah diterangkan di atas, yang merupakan penerapan asas ius curia 

novit, dalam metode ini hakim menemukan hukum dengan cara mencari kasus 

yang memiliki kemiripan, serta adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan 

penilaian yang sama, yaitu dengan cara menggunakan ketentuan wasiat wajibah 

yang ada dalam KHI khusus untuk anak angkat atau orang tua angkat. 

Dari dua peristiwa tersebut, terdapat kesamaan, yang mana secara yuridis 

formal keduanya tidak mendapatkan bagian harta warisan padahal memiliki 

ikatan kekeluargaan dengan si pewaris, oleh karena itu berdasarkan ketentuan 

wasiat wajibah kepada anak angkat diberlakukan pula kepada anak yang tidak 

beragama Islam.(Andayani & Hariyati, 2020)  

4. Eksistensi hukum kewarisan Islam di antara hukum kewarisan lainnya. 

Hukum kewarisan Islam secara faktual berkembang dan berdampingan 

dengan hukum waris adat dan hukum waris BW, dalam masalah pemberian wasiat 

wajibah kepada ahli waris beda agama merupakan upaya untuk mengaktualisasikan 

hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik baik dalam 

bidang sosial, budaya, hukum maupun agama.  

Selain itu dengan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama, telah 

menggambarkan bahwa hukum Islam tidak eksklusif dan diskriminatif yang 

seolah-olah telah menempatkan warga yang berbeda agama sebagai kelas kedua 

di depan hukum, sekaligus memperjelas bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk 

mencegah terjadinya kemudharatan.   

5. Pilihan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia.  

Secara tegas, jaminan perbedaan agama dinyatakan dalam Pasal 28 e Ayat 1 

UUD 1945 “bahwa setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut 

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah Negara dan meninggalkannya serta 

berhak kembali”, pasal ini dikuatkan dengan Pasal 28 J Ayat 1 UUD 1945, 

mengenai perbedaan agama dalam ruang lingkup konstitusi mengatur bahwa, 

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama di depan hukum”.  
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Berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat bahwa seseorang yang memiliki 

status agama yang berbeda dengan si pewaris masih mendapatkan warisan, 

menggunakan ketentuan wasiat wajibah, akan tetapi ketentuan wasiat wajibah tidak 

akan berlaku apabila seorang ahli waris terbukti telah melakukan kejahatan pada 

pewaris dalam bentuk pembunuhan, penganiaayaan berat maupun melakukan 

fitnah.   

6. Teori hukum mengenal asas hukum dan penyimpangan atas asas hukum 

Alasan terakhir yang mempengaruhi putusan hakim didasarkan pada asas 

hukum dalam teori hukum sistem hukum Indonesia. Teori ini mengakui baik asas 

hukum maupun penyimpangan dari asas tersebut. Pemberian wasiat wajibah bagi 

ahli waris yang terhalang perbedaan agama sejalan dengan teori ini. Menurut teori 

hukum, salah satu prinsip dalam hukum waris Islam adalah bahwa seorang ahli 

waris dapat terhalang untuk menerima bagian warisannya karena perbedaan 

agama. Untuk menyimpang dari asas ini, dibuka ketentuan tentang Wasiat wajibah 

yang memungkinkan hakim untuk memberikan hak waris kepada mereka yang 

sebaliknya tidak menerimanya berdasarkan asas hukum, pemberian Wasiat Wajib 

merupakan pengecualian dari prinsip-prinsip hukum waris Islam, sehingga 

penerapan wasiat wajibah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung merupakan 

bentuk inovasi hukum dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dalam 

al-Quran maupun dalam Hadist yang menyatakan bahwa tidak ada warisan antara 

muslin dan non muslim, karena telah tercapai penetapan anak berbeda agama 

sebagai penerima wasiat wajibah, bukan dalam ahli waris.(Zainab & Sudirman, 

2019) 

 Selain itu, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama, merupakan sebuah 

upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menjaga keutuhan keluarga serta 

mengakomodir adanya realitas sosial masyarakat Indonesia yang pluralitas, yang terdiri dari 

berbagai etnis dan keyakinan. Putusan ini juga mempertimbangkan sisi kemaslahatan dan 

keadilan. Sehingga dengan adanya wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama, merupakan 

sebuah bentuk pembaharuan hukum dan penemuan hukum waris Islam di Indonesia yang 

dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), serta menunjukkan bahwa fungsi Mahkamah Agung 

bukan sekedar untuk menciptakan kesatuan dan keseragaman penerapan hukum tetapi juga 

berfungsi untuk menciptakan keseragaman dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan 

masyarakat dengan menggunakan metode interpretasi yang beragam.(Nurhadi, 2020, p. 16)  
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 Serta dalam melakukan penemuan hukum tersebut, Mahkamah Agung juga menggali 

secara mendalam tentang kedudukan ahli waris beda agama tersebut, apakah ia termasuk ahli 

waris yang dapat dibenarkan untuk mendapatkan wasiat wajibah ataupun tidak, sebagaimana 

yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa, 

yang berhak menjadi ahli waris terbagi atas dua kriteria, yaitu adanya hubungan nasab serta 

adanya hubungan perkawinan, sehingga apabila seorang ahli waris beda agama merupakan 

anak dari si pewaris, maka pemberian wasiat wajibah akan dilatarbelakangi dengan hubungan 

nasab antara si pewaris dan ahli waris beda agama tersebut, seperti yang terdapat dalam 

putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/ Ag/ 1995.  

Rechtvinding yang dilakukan oleh Mahkamah Agung juga merupakan wujud 

interpretasi kaidah fiqhiyyah yang menyatakan “Perubahan hukum dan perbedaannya sesuai 

perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan. Sehingga berdasarkan kaidah tersebut 

menjelaskan bahwa hukum Islam, bukan merupakan sebuah hukum yang kaku, tetapi sebuah 

hukum yang dapat berkembang mengikuti zaman, serta memiliki prinsip-prinsip yang luas 

dan dapat diinterpretasikan (Husain, 1992, p. 189). Hal tersebut meniscayakan Mahkamah 

Agung sebagai lembaga yang harus memelihara hukum yang berlaku tetap berjalan seirama 

dengan rasa kesadaran hukum dan citra masyarakat, sehingga putusan yang ditetapkan oleh 

Mahkamah Agung dapat sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat.    

 

KESIMPULAN 

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung tentang pemberian 

wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama, bukan merupakan suatu putusan yang 

bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis, penemuan hukum ini dimaksudkan untuk 

menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat sehingga munculnya permasalahan-

permasalahan kontemporer di tengah-tengah masyarakat. Dalam penetapan hukum wasiat 

wajibah kepada ahli waris beda agama, terdapat beberapa alasan hakim Mahkamah Agung 

memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama, seperti faktor sejarah, penggunaan 

metode interpretasi sosiologi dalam penetapan hukum, penggunaan metode argumentum per 

analogium dalam melakukan penemuan hukum, eksistensi hukum kewarisan Islam diantara 

hukum kewarisan lainnya, pilihan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan teori 

hukum mengenal asas hukum dan penyimpangan atas asas hukum. Sehingga putusan 

Mahkamah Agung dengan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama, sesuai 

dengan teori post positivisme, dimana dalam membuat putusan, hakim tidak berpedoman 
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kepada Undang-undang saja, akan tetapi hakim menggali secara mendalam tentang 

permasalahan tersebut.  
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